
 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR 5 TAHUN 2013 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

TAHUN 2005 – 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, 

Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun 2005 - 2025; 

Mengingat    :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor 12  Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4833); 

 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 

2009 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Tahun 2012 Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Tahun 2012 Nomor 7); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

dan 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.  

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 

yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 

2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jambi 

adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jambi 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 

(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 

2025. 

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. 

11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah 

untuk mencapai tujuan. 

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 

dengan Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam 

rangka menyusun rencana pembangunan daerah.  

13. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 

langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan 

berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jambi.  



15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

BAB II 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai 

dengan RPJP Daerah. 

(2) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan terhitung 

sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah 

pembangunan. 

(3) Uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

Pasal 3 

RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. 

Pasal 4 

(1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang 

memuat visi, misi dan program Bupati. 

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan 

dalam RKPD. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman 

untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJP Daerah. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah 

dilaksanakan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala 

Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya 



diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 

pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. 

(2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 

pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat  Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 

2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 

Nomor 11) dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. 

 

Ditetapkan di : Muara Sabak 

pada tanggal : 25 November 2013 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, 

 

    dto 

 

        H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI 

 

Diundangkan di : Muara Sabak 

pada tanggal : 25 November 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, 

 

 dto 

                                   H. SUDIRMAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013 

NOMOR 5 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

NOMOR   5   TAHUN 2013 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  

TAHUN 2005-2025 

 

 

I. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

Pasal 3 

 Cukup jelas 

Pasal 4 

 Cukup jelas 

Pasal 5 

 Cukup jelas 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

Pasal 7 

 Cukup jelas 

Pasal 8 

 Cukup jelas 



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 
NOMOR  5  TAHUN 2013 
TENTANG   
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 
 

NASKAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2005-2025 

 
SISTEMATIKA 
BAB I  PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
B. DASAR HUKUM 
C. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN 

PERENCANAAN LAINNYA 
D. SISTEMATIKA PENULISAN 
E. MAKSUD DAN TUJUAN 

BAB II  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 
B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARKAT 
C. ASPEK PELAYANAN UMUM 
D. ASPEK DAYA SAING DAERAH 

BAB III  ANALISIS PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISI-ISU 
STRATEGIS 
A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 
B. ISU-ISU STRATEGIS 

BAB IV  VISI DAN MISI DAERAH 
A. VISI DAERAH 
B. MISI DAERAH 

BAB V  ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
A. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH 
B. TAHAPAN DAN PRIORITAS 

BAB VI  KAIDAH PELAKSANAAN 
BAB VII  PENUTUP 
LAMPIRAN 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, 
 

dto 
 

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI 


